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PENETAPAN
Nomor : 619/ Pdt.P/2021/ PN Kpn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut
dibawah ini permohonan Pemohon atas nama :

LUSY CANDRAWATI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK
3507066509910001, Lahir di Malang, 25 September 1991, Umur 30
tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta,
Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 017 RW 003 Desa Sidorenggo
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;

Dengan ini memberikan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

01 Desember 2021 kepada:

1. CANDRA HADI KUSUMA, S.H.:Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK:
3507222104860002, lahir di Malang, 21 April 1986, umur 35 tahun, Agama
Islam, Status Kawin, Pendidikan Sl, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, NIA: 14.01812 berlaku s.d.: 31 Desember 2021, dan
2. KARINA CINDY., S.H.: Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK:
3507324806930001, lahir di Malang, 08 Juni 1993, umur 28 tahun, Agama
Islam, Status Kawin, Pendidikan Sl, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, NIA: 19.04299 berlaku s.d.:31 Desember 2021, yang kesemuanya
tergabung pada Kantor Advokat “CANDRA LAW OFFICE & REKAN*
beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta
memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 3 Desember
2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 2
Desember 2021, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 619/ Pdt .P /

2021 / PN Kpn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor : 3507 - LT -
16092021 -0011 tertulis atas nama Pemohon LUSY CANDRAWATI, lahir di
Malang, pada tanggal 25 September 1991 anak ke SATU, Perempuan dari
Ayah yang bernama MISERI dan Ibu yang bernama SUKARTI yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Malang
Tertanggal 16 September 2021, KTP, KK, Surat Keterangan Pengganti
ljazah dan Surat Keterangan dari Desa;

2. Bahwa Pemohon mempunyai Paspor Nomor B 8491787 vyang
dikeluarkan oleh Kantor KJRI Hongkong pada tanggal 09 Oktober 2018
atas nama LUSY CANDRAWATI lahir di Kabupaten Malang pada tanggal
25 September 1985;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir dalam Paspor
milik Pemohon Nomor B 8491787 tersebut yang tertulis tahun lahir Pemohon
25 September 1985 dirubah menjadi 25 September 1991 sesuai dengan
Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Pengganti ljazah dan Surat
Keterangan dari Desa;

4. Bahwa guna perubahan tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik
Pemohon tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal
52 ayat (1) tentang administrasi Kependudukan jo. Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor terlebih dahulu harus
mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen
tempat Pemohon.

Bahwa berdasarkan pada alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, perubahan tahun lahir Pemohon, dalam Paspor milik
Pemohon Nomor B 8491787 yang tertulis tahun lahir Pemohon 25
September 1985 dirubah menjadi 25 September 1991 sesuai dengan Akta
kelahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Pengganti ljazah dan Surat

Keterangan dari Desa, untuk kemudahan pengurusan administrasi di
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kemudian hari dan juga adannya kepastian hukum keadministrasian atas

nama Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk
mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang untuk mencatatkan
tentang perubahan tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim menyatakan
tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di
persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai
dengan bukti P-6 .berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan
dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah
dalam perkara ini yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama LUSY
CANDRAWATI, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUKARTI,
diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama LUSY
CANDRAWATI, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti ljazah, atas nama LUSY
CANDRAWATI, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidorenggo, atas na
ma LUSY CANDRAWATI, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Paspor, atas nama LUSY CANDRAWATI, diberi tanda
P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SUGENG ;
® Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara

sepupu Pemohon;
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® Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir dalam Paspor milik
Pemohon Nomor B 8491787 yang dikeluarkan oleh Kantor KJRI Hongkong
pada tanggal 09 Oktober 2018 atas nama LUSY CANDRAWATI lahir di
Kabupaten Malang yang tertulis tahun lahir Pemohon 25 September 1985
dirubah menjadi 25 September 1991;
® Bahwa Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong;
® Bahwa Untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat
Keterangan Pengganti ljazah dan Surat Keterangan dari Desa;

Saksi BUHORI ;
® Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga
Pemohon;
® Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir dalam Paspor milik
Pemohon Nomor B 8491787 yang dikeluarkan oleh Kantor KJRI Hongkong
pada tanggal 09 Oktober 2018 atas nhama LUSY CANDRAWATI lahir di
Kabupaten Malang yang tertulis tahun lahir Pemohon 25 September 1985
dirubah menjadi 25 September 1991;
® Bahwa Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong;
® Bahwa Untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat
Keterangan Pengganti ljazah dan Surat Keterangan dari Desa;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa
lagi, maka dirinya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk
singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas,
setelah memperhatikan surat-surat P-1 sampai dengan P-6 maupun saksi-saksi
yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya
sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa Pemohon mempunyai Paspor Nomor B 8491787
yang dikeluarkan oleh Kantor KJRI Hongkong pada tanggal 09 Oktober 2018
atas nama LUSY CANDRAWATI lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 25
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September 1985 dan Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir dalam
Paspor milik Pemohon Nomor B 8491787 tersebut yang tertulis tahun lahir
Pemohon 25 September 1985 dirubah menjadi 25 September 1991 sesuai
dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Pengganti ljazah dan Surat
Keterangan dari Desa, maka terhadap permintaan permohonan tersebut Hakim
berpendapat untuk mempermudah agar tanggal atau tahun kelahiran pemohon
menjadi sama dan tidak berbeda-beda makaHakim mengabulkan permohonan
pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tanggal kelahiran pemohon adalah
sesuai dengan akte kelahiran yaitu tanggal 25 September 1991 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang Memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi
penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang untuk mencatatkan tentang perubahan tahun lahir Pemohon
dalam Paspor milik Pemohon, Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak
berdasar hukum oleh karena Pengadilan hanya berwenang untuk memberi ijin
perubahannya data dalam Asminduk sebagaimana diatur dalam UU No 23
tahun 2006 pasal 52, dan permohonan yang diminta oleh pemohon dalam
petitum ini tidak termasuk dalam hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka
biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa tanggal lahir pemohon adalah tanggal 25
September 1991 ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah
Rp.139.000,-(Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Nopember 2021,
oleh Anton Budi Santoso, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen,
putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, dengan dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, SH, selaku Panitera

Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.
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PANITERA PENGGANTI, HAKIM,
Rif’an Indra Yudha, SH. Anton Budi Santoso., SH.,MH.
Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp.30.000,-

ATK Rp.50.000,-

Sumpah Rp.20.000,-

Ongkos penggandaan Rp.9.000,-

PNBP Rp.10.000,-

Redaksi Rp.10.000,-

Materai Rp. 10.000.-

Jumlah Rp.139.000,-

(Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
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